PENGUATAN PERAN MKD DALAM
MEMBANGUN KETAATAN PROSEDUR
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
(Pemantik Diskusi)

Dr. Fajar Laksono Suroso




Persoalan Umum Pembentukan
Undang-undang

Pengujian Formil UU di
Mahkamah Konstitusi

Penguatan, Peran, dan
Tanggung Jawab MKD

OUTLINE



Persoalan Umum Pembentukan Undang-Undang

Proses
pembentukan/pembahasan
tidak transparan atau tertutup

dll

Tidak melibatkan masyarakat
atau kelompok kepentingan
yang lebih luas

Polemik terkait metode
pembentukam UU [omnibus law]

Tidak dapat dipertanggungjawabkan
dari sisi Naskah Akademis atau alasan
urgensi/perlunya suatu UU



Pengujian Formil UU di Mahkamah Konstitusi

Ada perkara yang mendalilkan
adanya kecacatan proses
pembentukan UU

[UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU
sumber Daya Air, UU Tata Cara
Pelaksanaan Hukuman Mati, UU
Pornografi, UU MA, UU MD3]

Tidak kurang dari 44 putusan perkara

o

Ada yang mutlak melakukan
pengajuan formil saja
[UU MA dan UU Pemilu]

Yang lain gabungan pengujian
formil dan materiil

pengujian formil UU di MK (2003-2020)
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Lima model permohonan 13 varian pertimbangan
pengujian formil hukum MK



5 model pengujian formil
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Berdasarkan jenis obyek Berdasarkan teknik penyusunan
permohonan: UU dan Perpu peraturan perundang-undangan

Berdasarkan alasan lain
Berdasarkan proses

pembentukan UU . lsu suap

Adanya kecacatan dari sisi o) . S
@ proses: kuorum rapat paripurna o g;g:ﬁ:&i’::;:i;ﬁ'dak

pengambilan keputusan dan

cara pengambilan putusan ketentuan dalam NA
« Pertentangan dengan

mufakat norma UU lainnya
 Pemenuhan HAM
Berdasarkan pemenuhan asas- + Tidak sesuai dengan
asas pembentukan peraturan perkembangan
perundang-undangan masyarakat

(Pasal 5 dan Pasal 6 UU 12/2011 —



Pertimbangan Hukum Putusan Uji Formil

Pemohon tidak dapat TRy . o Pemohon tidak memiliki legal
memberikan bukti atas bantahan | standing
DPR :

Tidak cukup untuk

Pemohon tidak dapat membuktikan ¢ ---~- '+~ @S o dipertimbangkan sebagai
dalil permohonan pengujian formil karena masuk

ranah pengujian materiil

---e Permohonan diajukan lewat

Dalil Pemohon tidak cukup & ------- |
waktu 45 hari sejak diundangkan

beralasan [

Tidak terbukti dan tidak beralasan Kabur dan tidak jelas Kehilangan obyek permohonan Salah obyek (error in objecto)



Kembali ke makna
Kehormatan semestinya
menurut nurani publik

Membukktikan
independensi dan
akuntabilitas kinerja

Untuk mendukung
ketaatan proses
pembentukan UU:

MKD memeriksa
danmengadili dugaan
pelanggaran etik dari
PENGADUAN dan
TANPA PENGADUAN

Yang TANPA
PENGADUAN, MKD
melakukan pemantauan
perilaku Angota DPR

Penguatan, Peran, dan Tanggung Jawab MKD
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Obyek pemantauan
merujuk pada fakta uji
formil UU di MK
(permohonan,
pertimbangan hukum,
putusan)
Misal:kehadiran Anggota
dalam rapat dan proses
pengambilan putusan

Mulai memikirkan untuk
mengadopsi ICTdalam
melakukan pemantauan
perilku Anggota DPR
(artificial intelligence, big
data)




Hasil pemantauan MKD terkait dengan perilaku anggota DPR dalam
proses pembentukan UU disampaikan kepada:

Pimpinan DPR

Publik [sebagai bentuk transaparansi dan akuntabilitas kepada publik] ,
dan

Menjadi bahan keterangan yang diperlukan saat persidangan perkara
pengujian formil suatu UU di MK
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